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NOMOR S TAHUN 2008
TENTANG

A_OKAS] DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa desa atau vang disebut dengan nama lain secara
filosofis dan sosiclogis merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang urntuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyara<at setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesa;

bahwa berdasar<an ketentuan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) Keuangan Desa adalah semua
hak den kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Jang serta
segala sesuatu yang baik barupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadiken milik desa berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajioan,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Dess,
maka untuk mendukung  kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintanan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan ditingkat desa, perlu diberikan pzmbiayaan
melalui Alokasi Canz Desa (ADD) di kabupaten Tndragiri Hulu
yang diatur dengan Peraturzn Caerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huwuf a, huuf b dan huruf ¢, perlu membertuk
Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentzng Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragir Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembertukan Daerah
Otonom <Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1365
Nomor 4S, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 2754);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Mepotisme (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentarg Perugahan atas
Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang .......ccoeannn.



8.

10.

11.

undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nemor 52 Tehun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Filir, Siak, Karimur,
Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Ncmor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
Undang-Undang Nemo- 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 53, Tambzhan Lembaran Negara
Repualik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nemo- 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undanc-
Undang Momor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peoraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintanan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Deerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNegara Republik Indomesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembzran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmo- 4587);

. Peraturan Daerah <abupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun

2001 tertang Pembentukan, Susunan Organisas dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menetapkan

Jan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAR: s



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarg dmaksud dengan :

1 &

2.
3,
4

10.

11,

.8

13,

14,

15.

16.

17,

18,

Daereh adalah Daerah Kabupaten Indragin Hulu.,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kebupaten Indregiri Hulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah
suatu rencana keuzngan tahunan daeran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerzh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keuangan Desa adzlah Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinial dengan
uzng dan barang yanag dapat dijadikan milik desa.

DAU Desa, adalah bagi hasil pajak dserah Kabupaten paling sadikit 10 % (sepuluh
Perseratus) untuk dese dandari retribusi kabupatan sebagai diperuntukkan kagi
desa, yang dialokazikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan
keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya;

DAK Desa, adalah dana bantuen keuangan dari Pemerintah, pemerintah propinsi,
dzn pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemarintahan;
Alokasi Dana desa adalah meliputi dana yang dialokasikan oleh pemerintah
kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yeng diterima oleh kabupaten;

Retribusi daerah yang selanjutnya dissbut Retridusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan;

Desa atau disebul dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memilid batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentirgan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berade di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa adzlah Penyelanggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepertingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul den adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sisitim pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indoresia.

Pemerintah Desa atau yang diseout dengan nama lain zdalah Kepala Desa dan
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desz atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagal unsur peny=lenggara Pemerintahan
Desa.

Sumber Pendapatan Desaz adalah sumber penerimazn Desa yang berasal dari
Pendapatan Asli Desa, bantuan dari pemerintah, p=merintah prooinsi, pemerintah
kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun pnjaman desa:

Anggarar Pendapalan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah
anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang
dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung
perkiraan target perdapatan dan perkiraan batas tertinggi telanja desa.

Alokasi dana minimum adzlah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama
setiap desa.

Alokasi dana berdasarkan variabel acalah dana yang dialokaskan dengan besaran
sesual dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa
yeng tersedia dari persentase.

15, Pembangunan ..............



19. Pembangunan skala desa adalah adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan
sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan
masyarakat desa setempat.

20. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis,
profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB I[I
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pasal 2
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan
bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah
desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pzsal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa,
didanal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pzeal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan
dergan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau
tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7
(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
a. Tunjangan jabatan;
b. Bantuan dari pemerintah atasan;
€. Honor kegiatan,
(2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa
dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan upah minimum regional
kabupaten.

Pasal 8
Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,
diberikan tunjangan sesual kemampuan keuangan desa.

Pasal 9
Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala
Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan
berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam APB Desa



BAB I'l
SUMBER PENDAPATAN DES4
Bagian Pertama
lenis Pendapatan Desa

Pasal 10

(1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :

a. pendapatan asli desa.

b. bagi hasil pajak dan retribusi da=rah.

C. Dana perimbangan pusat dan daerzh.

d. bantuan keuangan dari pemarintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat:

(2] Pendapatan Asli Desa dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

4. Hasll Usaha Desa;

b. Hasil Kekayazn Desa;

. Hasil Swadaya dan Partisipasi;

d. Hasil Gotong Royong;

€. Lain-lain pendapatan asii desa yang sah

(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan

dioukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBD desa.

Pasal 11

Kecayaan desa dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b tardiri dari :

L TP an oW

Tanah kas desa;

Pasar desa;

Pasar hewan.

Tambatan Perahu.

Bangunan Desa.

pelelangen ikan yang dikelola cleh desa.
lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua
Penertuan Dana Bacl Hasil dan Dana Perimbangan

Pasal 12

, Bagi Hasil Pajak daerah Kabupaten dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling
sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepade desa dan darl retribusi
Kahupaten sehagian diperuntukan untuk deca.

} Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana
dimaksuc ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (diambil dari pasal 14 ayat (2)
dengan Perubahan).

Pasal 13
Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ sabagai Alckasi dana desa dialokasikan untuk desa paling sadikit 10 %
(sepuuh perseratus) dari yang diterima kabupaten setelah dikurangi belania
pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa secara merata dan proporsional,
Bagian dana perimbangan 10 S (sepulu perseratus) yang diserahkan kepada desa
yang dimaksud ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan belanja pegawai. (ditark
dari pasal 14 ayzt (3) formulasi konsep Ranperda’.
Besaran persentase bagian dari penerimzan dana perimbangan pusat dan daerah
yeng diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa diberikan
secara bertahap dengan mempearhatikan kondisi kesizpar desa (ditarik dar pasal 14
ayat (4) Konsep Ranperda).

= =]



Pazal 14

(1) Alokasi dana cesa bertujuan untuk pemerataan pembanqunan dan peningkatan
partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan
dalam skala desa;

(2) Alokasi dana desa bersumber dari APBD tahun berlaku (dari pasal 13 ayat (1) dan
(2) tetap seperti pada rancangan.

(2) Jumiah alokasi dana desa yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan
Peraturen Bupati berdasarken hasil perumusan ADD yangy dilakukan oleh Tim
Fasilitator Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penetapan Alokasi Dana Desa
Pasal 15

(1) ADD masing-masing desa ditentukan dengan menjumlahkan Alokasi Dana Desa
Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan porsi
desa yang bersangkutan.

(2) Porsl desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan porsi bobot Desa vang
tersangkutan terhadap jumiah bobot seluruh desa dalam wilayah kabupaten.

(3) Eobot desa sebisgaimana dimaksud pada ayst (2) ditetapkan berdasarkan
variable/indicator sbb :

kemiskinan.

Pendidikan Dasar

Kesaharan.

Keterjangkauan.

Jumiah Penduduk.

Luas Wilayah.

. Jumilah Dusun,

(4) ADDM untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar 60% (enampuluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam
APB.

(5) ADDP untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar
40 % (empat puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.

(6) Indikatcr dan pembobotan dalam perumusan Alokasi Cana Desa dapat ditinjau
ulang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

mpoapow

Fasal 16
(1) ADD untuk masing-masing desa dihitunc berdasarkan rumus sebzgai berikut :

ADDx = ADDCM + ADDPx
ADDPx = BDx X (ADD - ACDM)
BDx = alkVx + a2KV2x + a3KV3x +.....4+ anKVnx
V1,2,3,nx
KV1,23.nX=_Vn

Keterangan ;

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana DEsa Minimal yang dibagi secara merata untuk
masing-masing desa.

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk DEsa x berdasarkan
pembagian proporsional.

7 ADDM = Jumish seluruh Alokasi Dana Desda Minimal

BDx = Eobect/nilai suatu desa yang ditetapkan bherdasarkan variable.

al, a2,a3 = Angka bobot masing-masing varizble,

KV1,2,3, NX = Nilai kosfisien variable pertama, kedua, ketiga dan seterusnya
untux Desa x.

Vn = Jumiah angka variable untuk seluruh desa.

(2) Perhitungan.............. :



(2) Perhitungan ADC berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

(3) Pembentukan Tim Fasiltasi Alokasi Dana Desz Tingkat Kabupaten ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17
Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepadz desa sebesar 10 % (sepuluh
Fersen) dar penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD;

Pasal 18
(1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada cesa sebesar
10 % (sepulun persen) dari penenmaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam
APED.
(2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang diaiokasikan kepada desa sebagaimara
dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAR IV
PELAKSANAAN ANGARAN
Bagian Pertama
Pengelolaan ADD
Pasal 19

(1) Alokasi Dana Operasional maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana
Desa yang diterima digunakan untuk :

. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tunjangan Anggota BPD.

Biaya Operasional Sexretariat Desa.

Biaya Operasional Sekretariat BPD.

Biaya Perjalanan Dinas.

f. Lain-lan pengeluarar rutin.

(2) Alokasi Dana Desa minimal 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk
pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai daftar prioritas pembangunan
desa baik fisik, ekonomi, dan social budaya sebagai dana stimulan,

(3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan pclitik, melawan hukum dan
peruntukan yang tidak tepat sasaran.

(4) Persentase penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan biaya Operasional
dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disesuaikan dengan plafon anggaran Alokasi Dana Desa pada Angaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pac o

Pasal 20

(1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga
kemasyarakatan yang ada di Desa.

(2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat
desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapztan dan
Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;

(3) pengajuan permintaan /pencarian ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada
Bupati untuk diproses sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah:;

(4) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD
dicatat dan dibukukan dalam btuku administrasi keuangan desa oleh Bendahara
Desa;

(5) Pengaturan tentang teknis pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenal pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22...........covvene



Pasal 22 :
Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur
dergan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan
Kabupaten can Desa

Paszal 23

(1) Penggunzan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antera pemerintah desa
dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa tahun yang
bersangkutan. _

(2) Rembu-rembu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa ekan digtur
lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya
perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku
administrasi keuangan dese oleh bendahara umum desa.

(4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa.

(5) Kebutuhan pembangunan intemal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga
Tugas Kepala D=sa dan BFD

Pasal 24
(1) Tugas Kepala Desa :

a. mengkoordinasikan musyawarah antarge pemerintah desa, BPD dan elemen
desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan
kabupaten can desa,

b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana pengcunasan perimbangan
keuangan kabupaten dan desa;

C. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa setelah mendapat
persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;

d. bertzanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan
desa.

(2) Tugas-tugas BPD

h. bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang
APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana pengcunzan perimbangan
keuangan kabupaten dan desa;

i. mengawasa penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik
tertib admiristrasi maupun pelaksanzan di lapangan;

ji. meminta pertanggungiawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan
keuangzn kabupaten dan desa.

BABV
PEMBINAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 25
Pembinaan terhadap pengelolaan alokasi danz desa dilakukan oleh Tim Fasilitator
Tingkat Kabupaten.

Pasal 26
Tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud Pasal 25 meliputi
1. Menentukan besarmya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.

2. Melekukan ............



2. Melakukan kegiaten p2mbinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama
pendamping tingkat Kecamatan,

3. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan sengaduan masyarakzt certa
pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.

BAB VI
SAMNKST
Pasal 27
(1) Baci desa vang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa vang
bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatil dan akunabel,
Bupati dengar Persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa
tertentu pada tahun berikutnya cari jumlah berikutnya dar jumlah yang seherusnya
secara proporsional,
{2) Jika terdapat oenyimpangan pengelola ADD dari semsstinya yang ciduga sebagai
tindak pidena, dapat dila<ukan tindakan hukum sesual dengzn ketentuan undang-
undang yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALTHAN
. Pasal 28
(1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka bantuan desa dilakukan malalui 1
{satu) pintu.
(2) Bantuan desa yarg diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini melalui
berbagai jalur ditiadakan.

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai leknis pelaksanaannya
akan diatur oleh Bupati.

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tida< herlaku lagi.
Pereturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan sengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lemboran Daerah Kzbupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal S Mei 2003

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM
Diundangkan d Rengat
pada tanggal 5 Mei 2708
SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

tid
Drs. H. YAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPA [EN INCRAGIR] HULU TAHUN 2008 NOMOR @
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